SALINAN

BUPATI[ LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN 3UPATI LANGKAT
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Menimbang

Mengingat

a.

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPAT] LANGKAT,

bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada
huruf E angka 10, menyatakan Pemerintah  wajib
menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer
ke daerah yang osenggunaanya sudah ditentukan dengan
petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-Undangan;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan
Pasal 22 ayat (3) Peraturan Bupati Langkat Nomor 11 Tahun
2021 tentang Tamoahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11
Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Langkat, maka perlu melakukan Perubahan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 53
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1092);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11,

12.

13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nornor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Inconesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400),;

Undang-Undang Ncmor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembar.gunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Noraor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomror 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor £049) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Norior 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lerabaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan
Ibukota Kabupaten Dati I Langkat dari Wilayah Kodya Dati II
Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati Il Langkat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan
Batas wilayah Kodya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan
Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Rcpublik
Indonesia Tahun 1936 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3322);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerinteh Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambansan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 3);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di
Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 888);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 Tentang
Teknis Pemberian Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33),

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 29 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020
tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
tentang perubahan Ferangkat Daerah Kabupaten Langkat (Berita
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020, Nomor 1 Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 58);
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25.

26.

27.

Menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat
Nomor 57);

Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat
Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Bupati Langkat Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021
Nomor 12);

Peraturan Bupati Langkat Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2021 Tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat (Berita Daerah
Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2020 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 53) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan
Bupati Langkat Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun
2021 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 semula
berjumlah Rp.1.821.274.173.308,00 bertambah sejumlah Rp.316.619.770.483,00
sehingga menjadi Rp.2.137.893.943.731,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula

Rp. 1.821.274.173.308,00

b. Bertambah/(berkurang) Rp. 3:2.509.410.219,00

Jumlah Pendapatan setelah Perabahan Rp. 2.133.783.583.527,00
2. Belanja
a. Semula Rp. 1.821.274.173.308,00

b. Bertambah/(berkurang)Rp. 3:6.619.770.483,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.2.137.893.943.791,00
Surplus/ (Defisit) setelah Perubahan Rp. (4.110.360.264,00)




3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.110.360.264,00

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 4.110.360.264,00
b. Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp. 4.110.360.264,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sztelah Perubahan Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III, diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [, Lampiran II dan Lampiran III
Peraturan Bupati ini.

3. Perubahan pada ketentuan Lampiran II meliputi Dinas Pendidikan, Dinas
Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum can Penataan Ruang, Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan,
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak, Dinas Perhubungan, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Pemuda
dan Olahraga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perdagangan dan
Perindustrian, Sekretariat DPRD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah,
Badan Pendapatan Daerah, Badan K:pegawaian Daerah, Inspektorat, Kecamatan
Selesai, Kecamatan Sei Bingai, Kecamatan Stabat, Kecamatan Wampu, Kecamatan
Gebang, Kecamatan Babalan, Kecamatan Sei Lepan, Kecamatan Padang Tualang,
Kecamatan Sawit Seberang, Kecamatan Kutambaru, Kecamatan Sirapit, Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupatsn Langkat.

4. Ketentuan Pasal 3A diubah schingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan lainnya yang diatur
dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahur Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten
Langkat Tahun 2020 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Pcraturan Bupati Langkat
Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 Nomor 12)
dinyatakan masih berlaku.



Pasal I1
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 3©April 2021
BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN
Diundangkan di Stabat

pada tanggal 3¢ April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,
ttd
INDRA SALAHUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR : {4

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA

I

DIAN TRIANI, SH
NIP. 19800614 200502 2 001




